© NOMOR : 6

' LEMBARAN DAFRAH
"KABUPATEN DAFRAH TINGKAT U SEMARANG

TAHUW. : 1983 SERI ": D NOMOR : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEH DAERAE TINGKAT I SEHARAHG :

HOHOR : 3 TAHUN 1983

 TENTANG b

| SUSUMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMLKINTAH DESA DAN

PERANGKAT DESA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YﬂHG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT J1 SEMARANG,

Menimbang ‘Bahwa untuk kelancaran penyelenggarpan pe-.

. Mengingat:

merintahan secars berdaya guna.danm  ber= .

hasil guna sesual dengan perkembmg”' pen

bangunan, maka dalem rangks pelakeanaan Pg
sal 3 ayat (4) Undang-undeng Nomor 5 Tahun

1979 tentang Pemerintshan Desa dipandang
perlu untuk menetapkan Peraturan Desrah -

. tentang Susunan Organisasi dan Tata Ker;la '
Pemerintah Desa dan’ Perangkat Desa,

L 7o Undang—undang }}omor 5 Tahun 1974 ten-

g . tang Pokék-poXok Pémerintahan di Dae:ah,'j'-'f"':".,;.'-"'__
sy, S Undang-undapg Homor 15 Tahun 1950 ~tem
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P 2 . tang Pembentukan Daerah-dserah Kabupa~
Pi . ...... - ten dalam Lingtungan Propinsi Jaua Po- .

SE g _ ngah ;
. SR 5 Undang--undang Nomr 5 Tahun 19?9 tan--"j“-
’ : o tang Pemerintahan Desa ;
o _ 4. Keputusan Presiden Nomor 28 Takun 1980
{f' _ o tentang Penyempurnaan dan Peningkatam

. fungsl Lembaga Sosisl Desa (LSP) men
. ; ' jadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
[ (Lm) H
5« Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor }
Tahun 1981 tentang Susunan Orgsnisasi
dan Tata Kerja Pemerintiah Desa dan FPe-
rangkat Desa ;
' i ' 6, Instrukei Gubernur Kepsla Daerah Ting-
| e kat I Jawa Tengah Nomor 188,5/132/1981
'=. o , ‘tanggal 25 April 1981 tentang Pelaksa-
N naae Peraturan/Keputusan Menteri Dalam
Negeri dalam rangka Pelaksanaan Undang
undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Peme
rintahan Desa.

Dengsn persetujuan Dewan Perwakilm Rakyat Dnrah Ig, :
‘bupaten Daersh Tingkat II Semarang.

ummusxnn :

"Menetapkan: PERATURAN DAERAB KABUPATEE DAERAH TIRGEAT
_ - II SEMARANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI -
- - DAN TATA KERJA PEHERIHTAB DESA DAN  PE-
' S - RANGEAT DESA. -

o o _ KE‘?EH'I‘UAH UHUH_
' - Pasal )

 Dalem Peraturlm Daerah ini ﬂmg dimaksud .
dengan :
B Pemerintah adalah ?erangkat Negara Ke<'
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-3 - _
satuan Bepublik Indonesia yang teradirs
dari Presiden beserta pemhantumpenbantn
nya

be Pemerin*ah Dperah adalah Bupati Kapala
Daerah dan Dewan Perwakilam Rakyat Dae~
rah Kabupaten Daarah Tingkat IT  Sema-~ -

oo XERg o

¢. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kem
paia Daergh Tingkst 11 Semarang

d. Desa adalah suatu ¥ilayak yang ditempa~
ti oleh sejumlah penduduk sebagai ke
satuan masyaraket termasuk di dalamnya
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyei
organisasi pemerintah tersndab langsung
dibavah Camat dan berhak msnyelenggara-
kan rumab tangganya sendiri delam iket-
an Negars Kesatusn Republik Indonesis

e. Pemerintah Desa adalah pelaksana kegiat
an dalam rangks penyelenggaraan pemerin
tahan yaog terendah langsung dibawsh Cg
mat 3

I, Perangkat Desa adalah pembantu Pemerin-
tah Desa dalam peleksanaan tugasnya

g. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa
yang merupakan lingkungan kerja pelaksa
naan pemerintahan Desa.

ws

B A B I I e BT T R e pme s
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
, 8. Kepala Desa ;
b, Lembaga Masyarakat Desa 3
c. Perangkat Desa ;

(2) Susunsn Organisasi Lembaga Musyawerah Desa seba -
gaimana dimaksud dalam ayat/gi) huruf b Pasal ini
terdiri dari : :

/
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(3).

a., Ketua
b, Sekretaris ;
¢, Anggota.

Jumlah Anggota Lembaga Muayuwarnh Desa sebagaina--

 na dimaksud dalam ayat (2) huruf ¢ Pasal ini ada-
* lah sedikit-dikitnyas 9 (sembilan) orang dan se-

(4)

(5)

(6)

banyak-benyeknya 15 (lima belas) orang tidak tewr~
nasuk Ketua dan Sekretaris,

Perangkat Desa sebagaimaha dimaksud dalam ayat(1l)
huruf ¢ Pasal ini terdiri dari :

a, Sekretariat Desa ;

b. Kepala-kepala Dusun.

Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalem ayat
(4) huruf a Pasal ini terdiri dari :

a, Sekretaris Desa ;

b. Kepala-kepals Urusan.

Jumlah Urusan yang masing-masing urusan dipimpin

oleh seorang Kepala sebageimana dimaksud dalam
ayat (5) huruf b Pasal ini terdiri dari sedikit =
dikitnye 3 (tiga), yaitu Urusan Pemerintahan,Urug
en Pembangunan, dan Urusan Umum; dan sebanyak-baw
nyaknya 5 (lima) yaitu Urusan Pemgrintahan, Urus-

*" an Pembangunsn, Urusan Kasejahtaraan Rakyat Urus-

(7N

(8)

an Keuanganp, dan Urusan Umum,

Apabila kemampusn Desa memungkinkan, Kepala-kepa-
lg Urusan sebageimana dimaksud ayat (5) huruf b
Pasal ini dapat dibantu seorang Pembantu Kepala
Urusgan. :

Bagan Susunan Orgenisasi Pemerintah Desa dan Pe~
rangkat Desa sebagaimans dimaksud dalam ayat (1),

(2), (4) dan (5) adalah sebagal tercantum dalam

Lampiran Peraturan Dgerah ini,
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(2)

(3

- be Menggeraken partisipasi masyarakat dalau vila-

/6. Melakssnakan kordinasi jalannya pemerintahan ,-

)
alat Pomerintah Daerah, dan slat Pemerintazr Desas

' B A s 111 '.1 . o

. : Bagian Pertama 5
3 [fﬁ © . Kepala Dasagh; g e, v

" Pasal 3
Kepala Desza berka&udukan sebagai alat Pemerintah,

yang memimpin penyelenggaraan pemerintaham Desa.

Kepala Desa mempunyal tugas :

a. Menjalankan urusan rumah tangganya sendiri 2

b, Menjalankan urusan pemerintahsn, pembangunan -
‘baik dari Pemerintah maupun Pemerintak Daerah
dan kemesyarakatan dalam rangka penyelsenggara-
an pemarinishan Desa termasuk pembinaan katenm
traman dan ketertiban di wilayah Desanya }

¢+ Menumbuhkan serta mengembangkan semsngat go-

o e

W, o)
i

tong royong masyerakat sebagal sendi utama pe-

laksanasn pemerintahan dan pembangunan Desa.

Untuk melaksanekan tugas sebagaimans dimiksud de-

lam nyat {2) Pasal int Kepala Dessa mempunysi fqu
st @ .

‘Taan urusan rumah tangga Desanya sendiri ;
yah Desanya ;

c. Melaksanakan tugas dari Pemorintah dan Pamerin
tah/Daerah ;

'd. Msleksanskan tugas dalam rangka pembinaan ke~

““tentraman dan ketertiban masyarakat Desa ;

pembangunan dan pembinasn kehidupan masyarakat
di Desa

' £. Melaksanakan urusan pamarintahan lainnya yang 5 :
. tidak termasuk urusan rumah tangga Desanya sen: o

ﬂiri.

a. Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelengga

523




(2

(3)

(1)

(2)

(»

. ﬁ~g - ;5'

Bagian ‘Kedua :
Lenbaga Musysvarah Desa

Pasal &

\(;) Lenbaga Husyaxarah Desa dalam susunan Organisasi

Pemerintah Desa adalah sebagai wadah permusyavwa -
raten/permufekatan Pemuka-pemuka masyarakst yang
ada di Desa.

Legbags Musyawarah Desa mempunysi tugas untuk me-
pyalurkan pendapat masyaraket di Desa dengan me-
misya¥arshkan setiap rencana yasng diajukar oleh
Kepala Dosa sebelum ditetapkan menjadl Keputusan

Desa.

Untuk menjalankan tugas sebagaimsna dimaksud da -
lam ayat (2) Pasal ini, Lembaga Musyawarah/mufekat
dalam rangks penyusunan Keputusan Desa.

~Pasal 5

Ketua Lembage Musyawarah Desa dijabat oleh Kepala
Desa karensm jembatennya dan berkedudukan sebagail
Pimpinan Lembaga Musyavarah Desa mempunyai tugas
memimpin musyawarsh/mufakat dan mempunyai fungsi
menbina kelancaran dan memperhatikan sungguh-sung
guh kenyataan yang hidup dan berkembang dal an' ma~
syarakat Desa yang bersangkutan.

Apabils Kepala Desa berhalangan/tidak dapat melak
sanakan tugasnya, Camat dengan persetujuan Bupati
Kepala Daerah, menunjuk Pj. Kepala Desa bartindak
sebagei Ketua Lembaga Musyawarah Desa. -

Sekretaris Lembaga Musyawarsh Desa dijabat oleh
Sekretaris Desa karenaz jabatennya dan berkeduduk-
an sehagai alat pelekssna administrasi mempunysi

tugas menyiepkan segala kegiatan musyewarah/mufa-
kat dan berfungsi melakukan pencetatan dan penyinm

Agpanan adminigtrasi’ yang berhuhnngan dengan kagia%;

6




e art A ST e o s

an Lembaga Mnsya\lnrah Desa.

(4) Apabils Sekretaris Desa berhalangan/tidak dapat
 melaksanakan tugasnya, Kepala Desa menunjuk  se-
- orang Kepala Urusan menjalankan tugas sebagai Sek
‘retaris Lembaga Hnsyavarah Desa. ;

._Anggota Lembaga Musyawaerah Desa yang terdiri dari_
Pemuka-pemuke masyarakat di Desa bertuges untuk -
memperhatikan sungguh-sungguh kenyatasn yang hi-
dup dan berkembang delam mesyarskat desa sarta
mempunyal fungsi menyalurkamnya dalam rapat Lemba
ga Musyawarah Desa.

Baglan Ketiga
Sekretaris Desa

Passl 6

(1) Sekreteris Desa berkedudukan asebagei unsur staf
pembantu Xepala Besa dan memimpin Sekretariat Dg-
58.

(2) Sekretaris Desa mempunyal tugas nenjalankan admi-
nistrasi pemerintahan, pembangunsn dan kemssyara-
katan di Desa serta memberikan pelayanan adminis—
trasi kepada Kepala Desa.

(3) Untuk melaksapakan tugas sebagaimana dimaksud da-
lam ayat (2) Pasal ini Sekretaris Dosa nempunyai
fungsi : :

8. Helaksanakan urusan surat-manyurat, kaarsipan
“dan laporan ; :

b. Melaksanakan urusan keuangan ;

¢, Melaksansgkan administrasi p&merintahan, pemba-
ngunan dan kemasyarakatan

d. Melgksanskan tugas dan fungsi Kepala Dasa. apa
bila Kepala Dessa berhalangan melskikan tugas -
nya.
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Bagt u 'iu.p.t“" %
. Kapala Dq-un

3 Pasal ?

o ga, (1) Kepala Dnsun berkadudukan sebagai unsur pelaksaq;\;'f
Logh _an tugas Kepala Desaidalani wilayah kerjanya. - -
i (29 Kepala Dugun mempunyal tugas menjalankan kegiatan
' Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa 41 wi-

layah kerjanya.

(3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud da-
lam ayat (2) Pasal ini Kepalae Dusun mempunyai -
fungsi 1
a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan pembangunan

dan kemasyarakatan serta ketentraman dan kg
tertiban di Wilayeh kerjanya ;

{ b. Melaksanakan Keputusan Desa di Wilayah kerja -

nya § '

¢. Melakssnakan kebljaksanaan Kepala Desa.

Baglan Kelima
Kepala Urusan

" Pasal 8

(1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu
Sekretaris Dosa dalam bidang tugasnya. "

(2) Kepala Urusan mempunyai tugas menjalankan kagint—n'
an Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya.

(3) Untuk menjalankan tugasnya sebagaimana dipaksud
dalam ayat (2) Pasal ini, Kepala Urusan mempunyai
fungsl : :
ae Melaksanakan kegiatan-kegiatan urusan pambangQg

an, kesejahteraan, keuangan dan umum sesuai bi
dang tugasnya masing-masing. ;

b. Melaksanakan pelayanan administrasi Kopala Da-
B8,
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BAB IV
TATA KERJA
Pasal 9

ﬁam menyelenggarakan pemerintahan Desa, Pemerintah
esa dan Perangkat Desa sebagaimena dimaksud dalam Pg
sal 1 Peraturan Daerah ini menerapkan prinsip koordi-
nasi dan sinkronisasi. .

Pasal 10 .

(1) Dalam menyelenggsrakan tugas dan fungsinya Kepala
Desg :
a. Bertanggung Jawab kepada Bupati Kepala Daerah
melalui Camat
b, Memberikan keterangan partanggung-Jawaban kepa
de Lembaga Musyawarah Dess sekurang-kurangnya
satu kali setahun,

(2) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinys, Lembg
ga Musyewarah Desa melaksanskan Rapat Laembags Mu~
syawarah Desa sekurang-kurangnya satu kali se—
tahun.

(3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sakretarig
Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa,

(4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Du-
sun bertanggung jawab kepada Kepala Desa,

(5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Urug
an bertanggung jawab kepada Sakrntaria Desa. -

Pasal 11

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai penang-
gung javab utams dibidang pembangunan, Kepala Desa di
bantu oleh Lembaga Ketahanan Hasyprakat Desa.

BAB vy
KETENTUAN P3RALIHAN

Pasal *12 _
Apabila jumlah Pamong DeSa éada saat berlakunya Per-'

_,f
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azuran Daerah ini aslebihi junlnh perangkat Desa yang

diperlukan, untuk pertama kali dimungkinkan seorang
Kepala Urusan dibante lebih dari seorang Pembantu Ke-
pala Urusan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP ~

Pasal 13

-Dengan beriakunya Peraturan Deerah ini meka semua Per

sturan vang mengatur mengenal Susunen Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa den ke~
tentuan-ketentuan lsin yang bertentangan dengan Per -
aturan Daerah ini dinyatakan tidak berliaku.

Pasal 14

Hal=-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Daersh
ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Dae~-
rah sepanjang mengenail pelaksanasnnysa.

Pasal 15

Peraturan Dasrah ini mulai berlaku pada tanggal di-
undangkan.

Ungaran, 7 Pebruari 1983,-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG,
TINGKAT II SEMARANG i S
KETUA,
tha. ttd.

( ISMOYO mn:somnm*d) (Ir.SOESMONO MARTOSISWOJQ).

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepa-

la Daorah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 18 Juni 1983

Nomor 188.3/136/1983.
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_;Diundangkan Dalanibonbaran Daerah Kabupaten Dno-';
rah Tingkat 11 Semgrang Nomor 6 Tanggal 22 Agustus
1983 Seri D . Homor 36 .

Pj Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

- Drs, BAMBANG SRIW moxw

s
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PRRATURaI naxnnn~£asuramsl DAERAR TINGEAT I1 SEMARANG
S NOMOR 3 TAHUN 1983 |
TENEANG
svSUKAN ORGANISAST DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN  DESA
© DAN PERANGKAY DESA
BAGAN
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA |

LEMBAGA
MUSYAWARAH DESA

SEKRETARIS DES4

KEPALA URUSAN
i ' _]:]
| - |

KEPALA DUSUN
L

L
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